BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dianalisis di
atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan Pembayaran
Upah Barista Part Time di Down Town Area Square Seturan tidak sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan bidang pengupahan. Kesepakatan
antara kedua pihak diilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan
antara pihak kedai kopi dan pihak barista part time saat sebelum memulai
ikatan pekerjaan. Perjanjian kerja mengenai pembayaran besaran upah
dilakukan pihak kedai kopi berdasarkan perhitungan banyaknya jumlah
shift mereka dalam seminggu dan diakumulasikan dalam sebulan.
Pembayaran upah yang diberikan setiap kedai kopi hanya dilakukan
berdasarkan besaran upah yang diberikan setiap kedai-kedai kopi lain tanpa
adanya struktur skala upah yang jelas di usaha kedai kopi mereka. Fakta-
fakta yang bermunculan di lapangan mengungkapkan bahwa kedai-kedai
kopi di Down Town Area Square Seturan menerapkan pembayaran upah
bagi barista part time mereka tanpa melakukan formula perhitungan upah
per jam berdasarkan Pasal 16 Butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Maka kedai-kedai kopi di Down Town

Area Square Seturan belum melaksanakan Pasal 16 Butir (4) Peraturan
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Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan mengenai formula

perhitungan upah per jam bagi para barista part time mereka.

B. Saran

1. Bagi kedai-kedai kopi di kawasan Down Town Area Square Seturan yaitu
JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, dan D’Konkrit agar
seharusnya melakukan pelaksanaan pengupahan bagi barista part time
mereka berdasarkan formula perhitungan upah per jam yang berlaku.

2. Bagi Barista Part Time kedai-kedai kopi di Down Town Area Square
Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, dan
D’Konkrit agar seharusnya meminta kepada pihak kedai-kedai kopi di
Down Town Area Square Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan,
Arah Timur, dan D’Konkrit untuk diberikan upah minimum yang sesuai
berdasarkan formula perhitungan upah per jam karena mereka memiliki hak
atas hasil kerja mereka.

3. Bagi Pemerintah seharusnya turun secara langsung untuk melakukan
sosialisasi kepada kedai-kedai kopi besar maupun kecil mengenai formula
perhitungan upah per jam yang seharusnya diterapkan setiap kedai kopi

agar hak yang seharusnya diperoleh dari setiap barista bisa tercapai.
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